WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaeban Serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Tidak Terduga masih memiliki kekurangan
dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan
perubahan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuh 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



1.3.

14.

15.

16.

I7:

-4 -

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomeor 1781);
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18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2010 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor
68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan  Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor
68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana berikut:






Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Blitar.
Pemerintah Daerah adalah Kepala

Daerah/Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Walikota adalah Walikota Kota Blitar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang berkenaan.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran
anggaran atas beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam atau non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa.

Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat

dan teror.
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Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian Bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan
prasarana dan sarana, serta pengamanan dan
ketertiban akibat Bencana alam atau Bencana
Sosial.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur
penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai BUD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Walikota wuntuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh

Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
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Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah
Rekening bendahara pengeluaran yang
mengajukan rencana kebutuhan belanja.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke
kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas daerah.

Surat Keterangan Telah Dibukukan yang
selanjutnya  disingkat SKTB adalah Surat
Keterangan yang diterbitkan oleh BUD atas
pendapatan dan/atau Penerimaan Daerah yang
telah dibukukan Badan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah kota Blitar.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat
pernyataan yang menyatakan bahwa segala
tindakan pejabat/seseorang yang dapat
mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang
mengambil tindakan dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 4

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana
Sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan; dan/atau

c. Penanganan kerusakan sarana/prasarana
yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
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b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan

belanja yang bersifat wajib dengan ketentuan :

1.

Belanja Daerah yang bersifat mengikat
merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah
dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan; dan

Belanja Daerah yang bersifat wajib
merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar

kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya, atau karena dari

ketentuan Peraturan Perundang-undangan,;
dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

digunakan untuk menganggarkan pengembalian

atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan

Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi

pada tahun sebelumnya.
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Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga

yang bersangkutan.

Judul BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

a.

Walikota menetapkan status tanggap darurat
untuk Bencana Alam, Bencana non-alam, Bencana
Sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
berdasarkan penetapan status Walikota dan/atau
dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan untuk tanggap darurat
nasional, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai
dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana
kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
rencana kebutuhan belanja yang diajukan ke
PPKD terdiri dari :

1. surat pengantar;

2. SPTJMV;

3. dokumen status tanggap darurat yang
ditetapkan oleh Walikota dan/atau dokumen
lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

4. rincian rencana kebutuhan belanja.
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d. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD
selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja
kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai
dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu)
hari Kkerja terhitung sejak diterimanya rencana
kebutuhan belanja.

e. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan
rencana kebutuhan belanja atau sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai
keperluan mendesak yang telah dianggarkan ke dalam
DPA-SKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk
pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun
sebelumnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan
tahapan berikut:
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a. kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan
belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD
selaku BUD dengan dilampiri daftar wusulan
penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh
Kepala SKPD,;

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan
mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala
SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya rencana kebutuhan belanja.

c. Pencairan dilakukan dengan mekanisme LS
kepada rekening bendahara SKPD.

Judul pada BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana berikut:

Pasal 14

Pertanggungjawaban  Penggunaan Belanja Tidak

Terduga untuk keadaan darurat dan Bantuan Sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan

mekanisme:

a. Penggunanaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat
di Buku Kas Umum terpisah dari pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari APBD lainnya.

b. Pencatatan di Buku Kas Umum dilakukan
berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan
sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

c. Buku Kas Umum didukung dengan:

1. buku pembantu simpanan bank;

2. buku pembantu kas tunai di Bendahara
Pengeluaran;

3. buku pembantu pajak; dan

4. buku pembantu pengeluaran per rincian
objek.
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d. Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan Belanja Tidak Terduga ke PPKD
berserta salinan bukti pengeluran yang lengkap
dan sah, dan SPTJM.

10. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 22 Agustus 2022
WALIKOTA BLITAR,

Ted.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AHMAD TOBRNI, S.H
NIP. 196709091998031008
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